WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880},

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421},

3. Undang-Undang. . .




Cn

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indonesia Nomor 6987),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi  Pelaksanaan  Pembangunan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .




10,

11

12,

13.

14,

135,

B

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterl
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2024 Nomor 6),

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam
Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .




Menetapkan |

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

s
MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Triwulan [ tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja  Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a BABI PENDAHULUAN

b BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

¢ BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

d BABIV PENUTUP

Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sampai
dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

Perubahan Rencana Kerja  Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat
Daerah,;

b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS
Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
2025; dan

¢. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan  untuk  memastikan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah
disusun berlandaskan Perubahan RKPD,

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .




KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Batam
pada tanggal § Jull 2028

WALI KOTA BATAM,

AMSA CHMAD




LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM

NOMOR . 28 TAHUN 2025

TENTANG . PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025
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Pervbahan Renja Perangkal Daerah Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa
karena berkat rahmat dan hidayvah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan
Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam
memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Riset dan [novasi
Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini,
kondisi serius vang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan
keputusan adalah kecenderungan lingkungan yvang berlangsung pesat dan terus
berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan
lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk
mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut
terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam
lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan
sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan,
program dan kegiatan.

Akhirnva kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak vang telah
membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini
bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, p{ Juli 2025

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM




Perubshan Renja Peranggat Daerab Tabua 2025

DAFTAR ISI
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Tabel 2.1.

Tabel 2.2.

Tabel 3.1,

Perubahan Renja Perangkat Dacrah Tahun 2025
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Perubahan Renja Peranghkat Dacrah Tahun 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesual dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, vang disusun
berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan vang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan
Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala
Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan
berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada:
a. Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi,
kabupaten/kota sampai dengan Triwulan Il Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

terdiri atas:
a. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

b. Penyajian Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:
a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM .




Perubahan Renja Perungcat Dacrabh Tahun 2025

b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan [l tahun berkenaan; dan
c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;

b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan Il tahun berkenaan;

¢. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;

d. penutup.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam menyusun Perubahan
Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah
melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II tahun 2025,

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);

5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah
Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai
penjabaran dari Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam
Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinva.

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM .



Perubahan Renja Perangkat Dacrah Tahun 20335

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan

Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
dacrah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala
Daerah.

2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan
Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan
Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:
BAB1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 lLandasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il EVALUAS] RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan Il (Tahun Berjalan)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting
4.2 Kaidah Pelaksanaan
4.3 Rencana Tindak Lanjut

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM .




Perubahan Renja Perangkat Dagrah Tahun 2025

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan
pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja
tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat
Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah
dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai
berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan vyang tidak memenuhi target Kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan:

* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau

Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Program Penclitian dan Pengembangan Daerah

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
- Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan:
* Belum ada program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh masih terbatasnya
sumber daya manusia yang memadai.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan:
* Belum ada program/kegiatan vyang melebihi target Kkinerja
hasil /keluaran yang direncanakan.

Penjelasan realisasi Program/kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Batam sampai dengan triwulan Il tahun 2025 tergambar pada tabel 2.1
berikut ini:

BADAN RISET DAN INOVAS] DAERAH KOTA BATAM .
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Perubahan Renja Perangkat Dacral Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun
2025 s.d. Triwulan Il

| Target Kinerja . Realisasi/Proyeksi |
_ fndilcatar Capaian Renstra Kinerja Capaian Renstra | catatan
No Sasaran PD | Tahun 2025TWI | Tahun 2025 TWI Analisis
| Satuan | Volume | Satuan Volume
1| 2 |3 4 | 5 6 | 7 |
Persentase Persen 50 . Persen 0
kebijakan yang
1 | diimpelementasikan
berbasis bukti '
Indeks ”Kepuasan* Poin 50 | Poin 5 |
Masyarakat di | |
2 | Badan Riset Dan
Inovasi Daerah
I ]
| |

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah
(BRIDA) Kota Batam masih menghadapi sejumlah tantangan dalam
merealisasikan target kinerja vang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun
2025. Beberapa indikator kinerja utama belum mencapal capaian vang
diharapkan, baik dari sisi pelaksanaan pada Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah maupun Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota. Adapun beberapa faktor yang turut mempengaruhi
ketidaktercapaian realisasi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang
memadai dalam percepatan realisasi kinerja.

BRIDA Kota Batam tetap berkomitmen untuk meningkatkan
pelaksanaan program pada semester berikutnya dengan melakukan percepatan
realisasi kegiatan, penguatan kolaborasi dengan stakeholder terkait, serta
optimalisasi sumber daya yang tersedia. Evaluasi dan penyesuaian strategi juga
akan dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa target kinerja tahunan
dapat tercapai sesuai rencana.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor & Tahun 2023
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain telah
ditetapkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam mempunyai
tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Wali Kota Batam dalam
mengkoordinasikan, merajut, merumuskan dan mengevaluasi Kkegiatan
penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM .




Perubahan Renja Perungkat Daerah Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Batam tahun 2025 vang sedang berjalan ditemui beberapa isu dan
permasalahan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Peneliti dan Inovator. Jumlah
dan kompetensi SDM yang memiliki latar belakang riset dan inovasi masih
terbatas, hal ini berdampak pada kualitas dan kuantitas output riset yvang
dihasilkan.

b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam penelitian dan
pengembangan.

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM .




Perubahan Renjn Pernngkat Dacrah Tahun 2025

BAB II1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja
sampai dengan Triwulan [l tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan
[penambahan /pengurangan / pergeseran) yaitu sebagai berikut:
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1) Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Ewvaluasi Peneliian dan
Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
1) Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Subkegiatan Penyvediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

b. Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
c. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2) Subkegiatan Pengadaan Mebel
3J) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemecliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM .




Perubahan Rerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada APBD murni Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam menerima
pagu sebesar Rp8.118.103.656,- dan pagu anggaran dari beberapa kali
perubahan penjabaran dan pergeseran karena elisiensi anggaran pada Badan
Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dilakukan penyesuaian kembali pada
Rancangan Akhir tahun anggaran 2025 sebesar Rp7.901.673.139,- yang
digunakan untuk membiayai 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 16
(enam belas) Subkegiatan.

Terjadi perubahan indikator dan target pada Program dan Kegiatan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dalam Rancangan Akhir Perubahan
Renja dikarenakan oleh penyesuaian pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2025-2029 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam.

HBADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM




Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan target
dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025,

Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam
sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi
pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan Il

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang
membidangi urusan terkait Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Riset
dan Inovasi Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang
belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk
segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan
Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-
kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;

2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program,
kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung
pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan
dan mengelola potensi sumber daya vang dimiliki. Untuk menjamin agar
program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana
vang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.
HADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM .




Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan
kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana
pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang
bersangkutan. Dengan kesesualan antara rencana dan pelaksanaan program
maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target
yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam
sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan,
schingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen
perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikas!/berdampak terhadap
dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian

sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan
pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM -




